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Yang bertanda tangan dibawah ini

1. 5 U P AR L AN, sclaku Kepala Bagiwn Verencanaun XKentor
Wilayah Departae:

men Pondidikon dan Rebudayann DKL Jekarba
selwu;jutnyn discbul PIHAK DIRTARN

,_, ¥, U n J ABA ) pelaim Eopala 82U Negoxi 149 Jekarta

v e e ey selanjutnya discbut PUILK KiEDU !,
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pads hari ini, .S.enen . tangpal .. O Beseghor 1960

uv::\.L.z_ dengan Surat Kepulusan Gubernur Kepnla Dacrah Khusus Ibuko-—
ta Jakarta tangpal 13 Juli 1978 ilowor : ),72/131’1)/%'1( 1/78, mengada-

~ . kan serah terima pomnlmlrm Gedung Sekolah Lanjutan Porbana/ KEans
dengan ketentuun  gebagal berikul .

1. Pihak Pertama wonycrahkan pergpunaan Gedung Selkolah Lanjut-
au Fortamao/dogacex yong terlotak di =
Zolurchen Ciphoeng Posar Rt,061/01 Ko, Jatinegexe Jelurbe Simut o
barikut kunci-kuncinya kspada Pihal Kedua dan Pihak Kedua
monsrima penyerahan tersebut gara 'ahak Portama

2, Pihak Kedua setelah menerima penyerahan ini, sggern nelaku—
; lLan ponggunoaan/pemukaion gedung tersebut gesual duugan fung
; :

sSinya :

3. Sclanjutnya Pihok Kedua Dberianigung Jjawab atas pemelihara-

an dan keamanan godung tersebutb j
. Serah terima pengguanan  redwig 'l;orsobul‘ ﬂilcutulmi oleil wewalo
! Lanvor Yiloyal bepartoik “1 2 dan e LAl Jakerta

hoerica Acara ini dibuat mnp,lmp Lujuh dengan cotatun untuk dikirim

nepada ingtansi-insbansi yooe ada hubungannya dung_an panyerahan
pengzunacn godung 't:Ul‘SL.LHlL .
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DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1567 2043
TENTANG

PEMBERIAN I1ZIN PENGGUNAAN GEDUNG SMP NEGERI 149
JI. CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa gedung SMP Negeri 149 telah selesai direhabilitesi
total tahun anggaran 2010/2011/2012 melalui angga:ai:
APBD Provinsi DKI Jakarta dan telah diserah terimakan cieh:
rekanan pelaksana dalam keadaan baik dan layak unitx
dipergunakan;

W
b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan gedung se:~lah
dan agar pelaksanaan proses pembelajaran peserta oidik
berjalan baik, tertib, nyaman, efektif, dan akuntabei, pe:
ditetapkan izin penggunaan gedung sekclah dengx
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

i

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional \

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 1aiun
2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarace unik
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ( SD/MI ) Tsanawiah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan -Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
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8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pu.ok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang
Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi DKI Jakarta;

11. Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 134
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian izin penggunaan gedung SMP Negeri 149 JI.
Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota
Administrasi Jakarta Timur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kepala sekolah segera menyelenggarakan kegiatan

pembelajaran peserta didik;

2. Kepala sekolah harus bertanggungjawab atas pemeliharaan
gedung, sarana dan prasarana lainnya yang merupakan
asset/barang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

3. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan izin /
meminjamkan gedung sekolah kepada pihak swasta atau
lembaga pendidikan lainnya;

4. Tidak diperkenankan merubah bangunan yang ada dan
menambah bangunan di lahan sekolah tanpa seizin
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Kepala Dinas Pendidikan);

5. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan
ketertiban lingkungan sekolah;

KEDUA : Menugaskan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Koia
Administrasi Jakarta TimGUr untuk mengatur lebih lanjut
penggunaan gedung SMP Negeri 149;

KETIGA : Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas
akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
Padatanggal |t  September 2013
Tembusan:

1. Sekda Provinsi DKI Jakarta;

Inspektur Provinsi DKI Jakarta; .

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta;
Kepala'Bappeda Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta;
Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Prov. DKI Jakarta;
Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
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